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Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang luas terhadap 

berbagai aspek kehidupan, terutama dalam pelaksanaan kontrak di dunia 

bisnis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pandemi 

COVID-19 dapat dianggap sebagai keadaan force majeure dalam hukum 

kontrak, serta implikasinya terhadap pelaksanaan kewajiban kontraktual. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis 

normatif, dengan kajian literatur yang relevan terhadap peraturan 

perundang-undangan yang berlaku mengenai force majeure dalam 

kontrak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 dapat 

dikategorikan sebagai force majeure, yang menghalangi pemenuhan 

kewajiban kontrak, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1245 KUH 

Perdata. Namun, pengajuan klaim force majeure harus disertai dengan 

bukti yang jelas bahwa pandemi secara langsung menghalangi 

pelaksanaan kontrak. Implikasi dari temuan ini adalah pentingnya 

renegosiasi atau penyesuaian kontrak yang dilakukan oleh para pihak 

yang terlibat, sesuai dengan kondisi yang dihadapi akibat pandemi. 

Penelitian ini menekankan perlunya kepastian hukum dalam penerapan 

force majeure dalam kontrak yang terpengaruh oleh situasi global yang 

tidak terduga seperti pandemi. 

 

Kata kunci: Pandemi COVID-19; Force Majeure; Kontrak; Kepastian 

Hukum 

  

 Abstract 

 The COVID-19 pandemic has greatly impacted various aspects of life, 

particularly in executing contracts in the business world. This study aims 

to analyze how the COVID-19 pandemic can be considered a force 

majeure event in contract law, and its implications on the fulfillment of 

contractual obligations. The research method is a normative legal 

approach, with a literature review of relevant laws and regulations 

concerning force majeure in contracts. The study results show that the 

COVID-19 pandemic can be categorized as force majeure, which hinders 

the fulfillment of contract obligations, based on the provisions in Article 

1245 of the Civil Code. However, the submission of a force majeure claim 

must be supported by clear evidence that the pandemic directly obstructed 

the performance of the contract. The implications of this finding highlight 

the importance of renegotiating or adjusting contracts by the parties 

involved, in line with the new circumstances caused by the pandemic. This 

study emphasizes the need for legal certainty in applying force majeure in 

contracts impacted by unforeseen global situations such as the pandemic. 
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PENDAHULUAN  

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak awal tahun 2020 telah 

memberikan dampak luas terhadap berbagai sektor, termasuk perekonomian dan hukum. 

Dalam dunia bisnis, banyak perusahaan yang menghadapi kendala dalam memenuhi 

kewajiban kontraktual mereka akibat kebijakan pembatasan sosial dan force majeure 

yang tidak terduga. Force majeure sering kali menjadi alasan hukum yang diajukan oleh 

perusahaan besar, UMKM, hingga perseorangan, yang tidak dapat menjalankan 

kewajibannya akibat pandemi (Risma & Zainuddin, 2021). 

Perjanjian atau kontrak adalah perjanjian di mana setidaknya dua pihak setuju 

untuk melakukan hal-hal atau tindakan tertentu. Namun, jika salah satu pihak dalam 

perjanjian atau kontrak tidak melakukan sesuatu sesuai dengan perjanjian, pihak lain 

memiliki hak untuk menuntut kompensasi, seperti ganti rugi atas ketidakmampuan 

mereka memenuhi kewajiban yang telah diperjanjikan. Wanprestasi atau ingkar janji 

adalah istilah lain untuk ketidakmampuan untuk memenuhi suatu janji atau perjanjian 

(Arsawan, 2019; Habibah, 2021; Lina Habibah, 2021). Dalam hukum perjanjian, 

wanprestasi adalah kondisi di mana seseorang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana 

semestinya sesuai dengan isi perjanjian. 

Force majeure dalam hukum kontrak di Indonesia merujuk pada keadaan yang 

terjadi di luar kendali para pihak dalam kontrak dan menyebabkan salah satu atau kedua 

belah pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya. Dalam konteks ini, COVID-19 sering 

kali diklaim sebagai alasan force majeure, tetapi penerapannya masih bergantung pada 

ketentuan kontrak serta interpretasi hukum yang berlaku (Alfadil et al., 2022; Casady & 

Baxter, 2020; Chadee et al., 2023; Muskibah et al., 2023). 

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak awal tahun 2020 telah 

memberikan dampak yang luar biasa terhadap berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor 

ekonomi dan hukum. Dalam dunia bisnis, banyak perusahaan, baik besar maupun kecil, 

menghadapi kendala dalam memenuhi kewajiban kontraktual mereka akibat kebijakan 

pembatasan sosial, pembatasan perjalanan, dan penutupan kegiatan ekonomi yang tidak 

terduga (Arianto, 2021; Kusno, 2020; Mastura & Santaria, 2020; Nasution et al., 2020; 

PH et al., 2020; Sugiri, 2020). Salah satu isu utama yang muncul adalah penerapan force 

majeure dalam kontrak yang terkait dengan pandemi COVID-19. Force majeure menjadi 

alasan yang sering diajukan oleh pihak-pihak dalam perjanjian untuk membebaskan 

mereka dari kewajiban yang tidak dapat dipenuhi akibat kejadian yang berada di luar 

kendali mereka, seperti pandemi. Namun, penerapan force majeure akibat pandemi ini 

belum sepenuhnya jelas, dan banyak permasalahan hukum yang muncul terkait hal ini 

(Boute, 2021; Caporale et al., 2019; Hasna, 2022; Holijah et al., 2023; Israhadi, 2020; 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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Tsytsiura & Romanova, 2020). 

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah sejauh mana pandemi COVID-

19 dapat dianggap sebagai keadaan force majeure dalam hukum kontrak di Indonesia. 

Meskipun banyak pihak yang beranggapan bahwa pandemi COVID-19 memenuhi syarat 

sebagai force majeure, masalahnya adalah interpretasi hukum yang berbeda-beda, 

tergantung pada ketentuan kontrak dan jenis bisnis yang dijalankan. Selain itu, apakah 

pengajuan klaim force majeure akibat pandemi dapat diterima oleh pengadilan juga 

menjadi masalah yang perlu dikaji lebih lanjut. Dalam penelitian ini, penulis juga akan 

mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan force majeure dan 

dampaknya terhadap pelaksanaan kontrak yang sudah disepakati. 

Urgensi penelitian ini sangat tinggi mengingat banyaknya kontrak yang tidak 

dapat dilaksanakan akibat pandemi, baik dalam dunia bisnis maupun sektor lain yang 

terdampak. Selain itu, dengan banyaknya sengketa kontrak yang berpotensi muncul, 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan hukum yang jelas mengenai 

penerapan force majeure akibat pandemi. Dengan begitu, para pelaku bisnis dan 

masyarakat akan memiliki pedoman hukum yang dapat membantu mereka dalam 

menyelesaikan permasalahan kontraktual yang timbul akibat pandemi. 

Penelitian terdahulu telah membahas berbagai aspek force majeure dalam konteks 

pandemi. Andrianti et al. (2021) dalam penelitiannya mengkaji force majeure dalam 

kontrak bisnis selama pandemi COVID-19 dan menemukan bahwa meskipun pandemi 

dapat menjadi alasan force majeure, penerapannya sangat bergantung pada ketentuan 

dalam kontrak masing-masing pihak. Penelitian ini menunjukkan bahwa untuk menerima 

klaim force majeure akibat pandemi, harus ada bukti yang menunjukkan bahwa pandemi 

tersebut menghambat secara langsung pelaksanaan kontrak yang telah disepakati 

(Andrianti et al., 2021). 

Meliala (2012) dalam karyanya mengemukakan bahwa force majeure dalam 

hukum Indonesia tidak selalu diterima di pengadilan, tergantung pada bukti yang diajukan 

oleh pihak yang mengklaim keadaan memaksa. Meliala menekankan bahwa meskipun 

force majeure diakui dalam hukum kontrak, tidak semua klaim dapat diterima tanpa 

adanya pembuktian yang kuat terkait dampak yang ditimbulkan oleh peristiwa tersebut 

(Meliala, 2012). Penelitian ini memberikan pemahaman bahwa penerapan force majeure 

perlu dilihat secara spesifik berdasarkan kontrak dan jenis peristiwa yang terjadi. 

Badrulzaman (2005) menekankan bahwa konsep force majeure perlu dievaluasi 

ulang dalam konteks perjanjian bisnis yang dipengaruhi oleh bencana alam atau keadaan 

luar biasa lainnya, termasuk pandemi global. Dalam penelitiannya, Badrulzaman 

menyarankan agar hukum kontrak Indonesia dapat lebih fleksibel dalam mengakomodasi 

keadaan luar biasa, seperti pandemi, yang dapat menghalangi pelaksanaan kewajiban 

kontraktual secara efektif dan adil (Badrulzaman, 2005). Oleh karena itu, penelitian ini 

berusaha untuk memberikan gambaran lebih dalam mengenai penerapan force majeure 

yang dipicu oleh pandemi dalam hukum kontrak di Indonesia. 

Novelty dari penelitian ini adalah analisis mendalam tentang penerapan force 

majeure akibat pandemi COVID-19 dalam konteks hukum Indonesia yang belum banyak 
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dibahas secara spesifik. Penelitian ini memberikan perspektif baru mengenai bagaimana 

hukum Indonesia mengakomodasi klaim force majeure dalam kontrak yang dipengaruhi 

oleh situasi global yang tidak terduga seperti pandemi, serta implikasinya terhadap 

pelaksanaan kewajiban kontraktual. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah pandemi COVID-19 

dapat dikategorikan sebagai force majeure dalam hukum kontrak Indonesia, serta untuk 

memahami dampak hukum dari penerapan force majeure terhadap pelaksanaan kontrak 

selama pandemi. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi terkait 

bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa kontrak yang timbul akibat force majeure 

dapat diterapkan dengan adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan panduan yang jelas tentang 

penerapan force majeure dalam kontrak bisnis yang terdampak pandemi, serta 

memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum kontrak di Indonesia. Selain itu, 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pelaku bisnis dan pihak terkait 

mengenai langkah-langkah yang dapat diambil untuk menyelesaikan masalah kontraktual 

yang timbul akibat pandemi COVID-19. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kajian 

pustaka atau studi literatur, di mana penelitian dilakukan dengan mengumpulkan, 

menganalisis, dan menelaah berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku, jurnal 

ilmiah, artikel, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan konsep force 

majeure dalam kontrak serta mekanisme penyelesaian sengketa akibat wanprestasi 

selama pandemi COVID-19. Data sekunder ini diperoleh dari berbagai sumber terpercaya 

yang membahas permasalahan seputar force majeure, aspek hukum kontrak, serta 

penyelesaian sengketa dalam konteks pandemi. 

Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, di mana penulis 

menganalisis secara mendalam penerapan force majeure dalam hukum kontrak Indonesia 

dan dampaknya terhadap pelaksanaan kewajiban kontraktual. Penelitian ini tidak 

memerlukan observasi langsung atau pengumpulan data lapangan, melainkan lebih 

menekankan pada analisis normatif dari berbagai sumber tertulis yang sudah ada. Data 

yang terkumpul kemudian diolah dan disusun secara sistematis untuk memperoleh 

pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penggunaan force majeure pada kontrak 

bisnis selama pandemi COVID-19. 

Dengan pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk menggali secara lebih dalam 

tentang bagaimana force majeure dapat diterapkan dalam situasi yang melibatkan 

pandemi serta bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa yang muncul akibat 

wanprestasi dapat diatur secara hukum. Penelitian ini juga berusaha memberikan 

pemahaman yang lebih jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak yang 

terdampak pandemi, serta memberikan rekomendasi terkait langkah-langkah yang perlu 

diambil untuk mengatasi masalah hukum yang timbul akibat keadaan memaksa. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Cakupan Force Majeure dan Akibatnya Dalam Kontrak 

 Dalam hukum perdata, kontrak atau perjanjian merupakan suatu kesepakatan yang 

dibuat antara dua pihak atau lebih dengan tujuan untuk memenuhi suatu prestasi, yang 

mencakup kewajiban dan hak masing-masing pihak. Kontrak atau perjanjian ini pada 

dasarnya memiliki ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh semua pihak yang 

terlibat. Ketentuan-ketentuan tersebut meliputi hal-hal seperti prestasi yang harus 

dilaksanakan, tenggat waktu pelaksanaan, dan syarat-syarat lainnya yang menjadi bagian 

dari perjanjian tersebut. Pasal 1338 KUHPerdata dengan tegas mengatur bahwa semua 

perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. 

Ini berarti bahwa perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak, dan setiap pihak harus 

memenuhi kewajibannya sesuai dengan apa yang telah disepakati. 

 Namun, dalam kenyataannya, terkadang terjadi situasi di mana salah satu pihak 

tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya menurut perjanjian yang telah disepakati. 

Kondisi ini dapat terjadi karena berbagai faktor yang tidak terduga, salah satunya adalah 

force majeure. Force majeure, yang dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai 

"keadaan memaksa," merupakan alasan yang sah menurut hukum untuk membebaskan 

pihak debitur dari kewajibannya dalam mengganti kerugian akibat wanprestasi yang 

diajukan oleh kreditur. Force majeure terjadi ketika ada keadaan yang berada di luar 

kendali para pihak yang menyebabkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi 

prestasinya. Sebagai contoh, kejadian-kejadian yang tidak terduga, seperti bencana alam 

atau peperangan, dapat dianggap sebagai force majeure. 

 Menurut ahli Subekti, force majeure dapat didefinisikan sebagai pembelaan yang 

diajukan oleh debitur untuk menunjukkan bahwa ketidakmampuan untuk melaksanakan 

apa yang telah dijanjikan dalam perjanjian disebabkan oleh peristiwa yang sama sekali 

tidak dapat diprediksi sebelumnya dan di mana debitur tidak dapat mengambil tindakan 

apa pun terhadap keadaan tersebut. Meskipun force majeure tidak secara eksplisit 

disebutkan dalam KUH Perdata, konsep ini sering kali muncul dalam beberapa pasal yang 

relevan, seperti Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata. 

 Pasal 1244 KUH Perdata menyatakan bahwa "Debitur harus dihukum untuk 

mengganti biaya, kerugian, dan bunga bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak 

dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan 

itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan 

kepadanya walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya." Dengan demikian, jika force 

majeure dapat dibuktikan, maka debitur tidak wajib mengganti kerugian yang timbul 

akibat wanprestasi yang disebabkan oleh kejadian tersebut. Sedangkan Pasal 1245 KUH 

Perdata menjelaskan bahwa "Tidak ada penggantian biaya, kerugian, dan bunga bila 

karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang 

untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu 

perbuatan yang terlarang baginya." 
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 Dari kedua pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa force majeure diakui sebagai 

alasan yang sah menurut hukum untuk membebaskan debitur dari kewajiban mengganti 

kerugian yang dituntut oleh kreditur, apabila ketidakmampuan untuk memenuhi prestasi 

tersebut disebabkan oleh keadaan yang berada di luar kendali para pihak. Beberapa 

contoh kejadian yang dapat dikategorikan sebagai force majeure adalah peperangan, 

bencana alam seperti topan dan gempa bumi, atau peristiwa tak terduga lainnya yang 

menghalangi pelaksanaan kewajiban. 

 Untuk lebih memperdalam pemahaman mengenai force majeure, Subekti dalam 

bukunya Pokok-pokok Hukum Perdata (hal. 150) menjelaskan bahwa force majeure dapat 

dibagi menjadi dua jenis, yaitu force majeure absolut dan force majeure relatif. Force 

majeure absolut terjadi ketika prestasi benar-benar tidak dapat dilaksanakan, seperti 

ketika barang yang menjadi objek perjanjian sudah tidak ada akibat bencana alam atau 

peristiwa yang menghalangi. Dalam kondisi ini, tidak ada pihak manapun yang dapat 

mengembalikan atau melanjutkan prestasi tersebut. Sebaliknya, force majeure relatif 

terjadi ketika prestasi masih mungkin dilaksanakan, namun dengan konsekuensi atau 

pengorbanan yang cukup berat dari salah satu pihak, biasanya debitur. Sebagai contoh, 

pengorbanan dalam hal biaya yang sangat tinggi untuk memenuhi prestasi yang telah 

disepakati. 

 Tentunya, apabila terjadi force majeure, akan ada akibat terhadap kontrak atau 

perjanjian yang telah dibuat. Menurut ahli Asser, dalam bukunya Pengajian Hukum 

Perdata Belanda pada halaman 368-369, terdapat dua kemungkinan akibat yang dapat 

terjadi akibat force majeure. Yang pertama adalah pembatalan perjanjian. Ini terjadi jika 

force majeure benar-benar menghalangi salah satu pihak untuk memenuhi prestasinya, 

sehingga keadaan paksa ini mengarah pada pembatalan perjanjian tersebut. Sedangkan 

yang kedua adalah penundaan kewajiban. Ini terjadi jika meskipun prestasi belum dapat 

dilaksanakan pada waktu yang telah disepakati, namun masih ada kemungkinan untuk 

melanjutkan kewajiban tersebut setelah keadaan memaksa atau force majeure bersifat 

sementara dan tidak berlangsung selamanya. 

 Dengan demikian, force majeure memberikan perlindungan hukum kepada pihak 

yang terdampak oleh kejadian yang tidak terduga, dan dengan memenuhi syarat-syarat 

tertentu yang diatur dalam KUH Perdata, pihak yang terhalang untuk memenuhi 

kewajibannya dapat dibebaskan dari tanggung jawabnya dalam kontrak atau perjanjian 

 

Pandemi COVID-19 dan Justifikasi Force Majeure Dalam Kontrak 

Kontrak adalah komitmen yang muncul dari kontrak. Seperti yang ditunjukkan 

Badrulzaman, “perikatan adalah hubungan yang terjadi di antara dua orang atau lebih 

yang terletak dalam harta kekayaan, dengan pihak yang satu berhak atas prestasi dan 

pihak yang lainnya wajib memenuhi prestasi itu. Hubungan antara perikatan dan 

perjanjian adalah bahwa perikatan dilahirkan dari suatu perjanjian. Dapat dikatakan 

bahwa perjanjian adalah sumber utama dari perikatan” (Badrulzaman, 2005). 

Debitur (kreditor) dapat menuntutnya di depan hakim jika dia tidak secara 

sukarela memenuhi kesuksesannya. Atau, dengan kata lain, “apabila si berutang (debitur) 
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tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan “wanprestasi” 

(ingkar janji)” (Subekti, 2008). “Wanprestasi, artinya tidak memenuhi kewajiban 

sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian, tidak dipenuhinya kewajiban 

dalam suatu perjanjian, dapat disebabkan, yaitu: a) karena kesalahan debitur baik sengaja 

maupun karena kelalaian; dan b) karena keadaan memaksa (overmacht/forcemajeur)” 

(Meliala, 2012). 

Pandemi COVID-19 sendiri telah memberikan dampak signifikan terhadap 

pelaksanaan kontrak di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dalam konteks hukum, 

pandemi ini sering dijadikan alasan untuk mengklaim force majeure, yang 

memungkinkan pihak-pihak dalam kontrak untuk menunda atau menyesuaikan kewajiban 

mereka. 

Force majeure adalah kondisi luar biasa yang menghalangi pemenuhan kewajiban 

kontraktual. Dalam konteks COVID-19, pandemi ini dianggap sebagai keadaan force 

majeure yang bersifat relatif. Hal ini berarti bahwa COVID-19 dapat menunda kewajiban 

kontraktual tetapi tidak membatalkan kontrak secara otomatis. Pandemi COVID-19 dapat 

diklasifikasikan sebagai force majeure karena kebijakan pemerintah yang membatasi 

aktivitas sosial dan ekonomi. Pandemi ini juga dianggap sebagai force majeure subyektif, 

di mana dampaknya dapat bervariasi tergantung pada situasi spesifik masing-masing 

pihak dalam kontrak. 

Pihak yang mengklaim force majeure akibat COVID-19 harus membuktikan 

bahwa pandemi tersebut secara langsung menghalangi pelaksanaan kontrak. Jika hanya 

menyebabkan gangguan kecil, klaim tersebut mungkin tidak diterima di pengadilan. 

Dalam beberapa kasus, jika kedua belah pihak sepakat, mereka dapat menunda 

pelaksanaan kontrak atau bahkan membatalkannya jika situasi pandemi dianggap 

permanen. 

Karena ini pandemi tersebut telah menyebabkan banyak kontrak tidak dapat dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan awal. Beberapa dampak utama termasuk: 

1. Penundaan Kewajiban: Banyak pihak harus menunda pemenuhan kewajiban 

mereka akibat pembatasan sosial dan kebijakan lockdown. 

2. Kesepakatan Baru: Pihak-pihak dalam kontrak sering kali perlu melakukan 

renegosiasi untuk menyesuaikan syarat dan ketentuan berdasarkan kondisi baru 

yang ditimbulkan oleh pandemi. 

3. Ganti Rugi: Jika tidak ada kesepakatan mengenai penundaan atau pembatalan, 

pihak yang dirugikan mungkin berhak atas ganti rugi.  

Namun demikian, pengajuan klaim untuk klaim Pandemi COVID-19 dalam perjanjian 

bisnis akan sangat bergantung pada beberapa faktor, termasuk jenis perjanjian dan 

karakteristik bisnis pelaku. Oleh karena itu, klaim untuk pelaksanaan kekerasan juga 

dapat dikonversi dari satu kasus ke kasus lain untuk setiap kasus. 
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KESIMPULAN 

  

Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak signifikan terhadap pelaksanaan 

kontrak, menghalangi pemenuhan kewajiban kontraktual akibat pembatasan sosial dan 

dampak ekonomi. Dalam hukum perdata, pandemi ini dapat dianggap sebagai force 

majeure, sesuai dengan Pasal 1245 KUH Perdata, yang membebaskan pihak terdampak 

dari kewajiban kontraktual. Namun, force majeure bersifat relatif, dan dampaknya 

bergantung pada kondisi spesifik setiap kontrak. Tidak semua klaim force majeure akibat 

pandemi dapat diterima secara otomatis oleh pengadilan; pihak yang mengajukan klaim 

harus dapat membuktikan bahwa pandemi secara langsung menghambat pelaksanaan 

kontrak. Dampak utama dari pandemi ini meliputi penundaan kewajiban, renegosiasi 

ketentuan kontrak, atau pembatalan perjanjian dalam beberapa kasus. Sebagai 

rekomendasi, ke depan, kontrak bisnis sebaiknya mencakup klausul force majeure yang 

lebih terperinci, yang secara jelas mendefinisikan peristiwa yang dapat dianggap sebagai 

force majeure dan prosedur yang perlu diikuti dalam kasus terjadinya peristiwa luar biasa 

seperti pandemi. Hal ini akan memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak para 

pihak yang terlibat. 
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